86

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2010. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan
Hukum dalam Penyimpangan Praktik, dan Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar
Grafika.

Abd Razak Musaih, et al. 2022. Hukum Lingkungan. Padang: PT Global Eksekutif
Teknologi.

Clarkson, Keating, dan Chunningham. 2007. Criminal Law: Text and Material (Sixth
Edition). London: Thomson Sweet & Maxwell.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: PT Grasindo.

Hamzah Harik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana
Indonesia: Strict liability dan Vicarious Liability. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Hanafi. 1997. Strict liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta:
Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.

Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik
Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mira Buana Media.

J Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M M. H. Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco.

M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mas Achmad Santosa, et al. 1998. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang
Lingkungan Hidup. dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan
Permasalahannya). Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah
Agung RI.

Muhammad Erwin. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Edisi Revisi). Bandung: PT
Refika Aditama.

Muhammad Topan. 2009. Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. Bandung:
Nusa Media.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.



87

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:
Alumni.

Muladi dan Diah Sulistyani R. S. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Bandung: Alumni. N Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian
Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit
Qiara Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung. 2024. Laporan Tahunan 2023 Mahkamah
Agung. Jakarta: Mahkamah Agung.

Ramelan. 2010. Ajaran Turut Serta (Medplegen) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Jakarta: Literata Lintas Media.

Russell Heaton. 2006. Criminal Law Textbook. London: Oxford University Press.
Sigit Sapto Nugroho, et al. 2020. Metodologi Riset Hukum. Sukoharjo: Oase Pustaka.

Sutan Remy Sjahdeni. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti
Press.

T. J. Noyon - Langemeijer. 1972. Het Wetboek van Strafrecht, Zevende druk, bewerk
door Remmelink. Arnhem: Gouda Quint.

Tim. 2015. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional.

Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 2017. Tata
Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi. Jakarta: Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.

Tim Redaksi. 2024. Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari
Berbagai Perspektif. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tolib Effendi. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Press.
Jurnal

Eryarifa, Saskia. 2022. Asas Strict liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal MAHUPAS:
Mahasiswa Hukum Unpas. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas
Pasundan. Bandung.



88

M. Sornarajah. 1985. Defence to Strict liability Offences in Singapore and Malaysia.
Malaysia Law Review. Volume 27. Nomor 1. National University of Singapore
Faculty of Law. Kent Ridge

Purwono. 2008. Studi Kepustakaan. Jurnal Info Persada. Volume 6 Nomor 2.
Pustakawan Utama UGM. Yogyakarta.

Mora Sakti. 2021. Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan
Nomor: 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg). Jurnal Perspektif Hukum. Volume 2. Nomor
2. Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Medan.

Sakti Aminullah. 2018. Asas Strict liability dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurist-
Diction. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Yulia, Rena. 2020. Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman
Buat Pelaku atau Pemulihan Bagi Korban?. Lex Lata: Jurnal llmiah Ilimu
Hukum. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah oleh
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korporasi.



89

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang
Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Australia Criminal Code 1995.
Wetboek van Strafrecht (WvS).



